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Kinerja Strategis Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah
Daerah IK : Pertumbuhan Ekonomi
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Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha
Tentang ketentuan perdagangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan
dan Pendaftaran Perusahaan
IK 1: Persentase Pelaku Usaha yang
mematuhi ketentuan perdagangan
IK 2 : Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan
Pelayanan Urusan Perdagangan Luar Negeri

Meningkatnya penerbitan rekomendasi
teknis SIUP Minuman Beralkohol dan B2
bagi distributor sesuai standar

IK : Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB
dan B2 bagi distributor yang terlayani

Terlayaninya permohonan Penerbitan SIUP-MB
Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP
MB dan Bahan Berbahaya bagi Distributor
melalui layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

IK : Persentasi Permohonan Rekomendasi SIUP-
MB dan B2 yang terlayani

Tersosialisasinya Peraturan perizinan
Perdagangan bagi pelaku usaha

IK : Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perizinan Perdagangan

Terawasinya Pelaku Usaha B2 dan MB di
Kabupaten/Kota

IK : Jumlah Pelaku Usaha B2 dan MB di
Kabupaten/Kota (Kab. Morowali)

Meningkatnya Pelayanan Permohonan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)
sesuai ketentuan yang berlaku

IK : Persentase Permohonan Surat
Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik
Ekspor Sulteng yang terlayani

Terfasilitasinya Pelayanan
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

IK : Persentase Pelayanan Klinik Ekspor
Sulteng yang terlayani

Tersosialisasinya Layanan Klinik Ekspor
Sulteng bagi Mahasiswa sebagai upaya
menumbuhkan ekosistem bisnis ekspor

IK : Jumlah mahasiswa tersosialisasi

Sosialisasi Kebijal dan Layanan Ekspor
Impor

IK : Jumlah Pelaku Usaha dan Aparat

Meningkatnya Sarana
Distribusi Perdagangan
yang sesuai standar

IK : Persentase sarana
distribusi perdagangan
yang sesuai standar

Meningkatnya Kualitas
Pembinaan sarana distribusi
perdagangan dan pasar
lelang komoditas sesuai
dengan standar

IK : Persentase Pembinaan
sarana distribusi perdagangan
dan pasar lelang komoditi
sesuai dengan standar

Terbinanya Pasar yang
difasilitasi menuju Standar
Nasional Indonesia

IK : Jumlah pasar yang
difasilitasi menuju Standar
Nasional Indonesia

Terbinanya Pelaku
Usaha yang difasilitasi
di Pasar Lelang
Komoditas

IK : Jumlah Pelaku
Usaha yang difasilitasi
di pasar lelang
komoditas
Terevaluasinya pelaksanaan

fasilitasi pasar lelang
komoditas

IK : Jumlah Laporan

evaluasi pelaksanaan

fasilitasi pasar lelang
komoditas

Terfasilitasinya
Pembentukan
Managemen SRG di
Kab. Toli-Toli dan Kota
Palu

IK : Jumlah SRG yang
ICHEYINEY]
Pembentukan
Managemennya

Meningkatnya jaminan Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat
Daerah Provinsi

IK : Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah
Provinsi

Termonitoringnya ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan
Subdistributor di 13 Kab/Kota

IK : Jumlah Laporan ketersediaan barang
kebutuhan pokok ditingkat distributor dan
subdistributor di 13 Kab/Kota
Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan
Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok di 13 Kab/Kota

IK mlah Kab/Kota dalam Melakukan
Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok di 13 Kab/Kota
Termonitoringnya Ketersediaan Barang
Kebutuhan Penting di Tingkat Distributor dan
Sub Distributor di 13 Kab/Kota

IK : Jumlah Laporan Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan
Sub Distributor di 13 Kab/Kota

Terbinanya Kab/Kota dalam Melakukan
Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13
Kab/Kota

IK : Jumlah Kab/Kota dalam Melakukan
Monitoring Ketersediaan Barang Penting di 13
Kab/Kota

Meningkatknya Pengendalian
Harga, Informasi Ketersediaan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi
REIGEGERED

IK : Persentase Rekomendasi
Penyelesaian Permasalahan
Pengendalian Harga dan
Ketersedian Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
Kab/Kota yang ditindak lanjuti

Tersusunnya Dokumen Analisis

Perkembangan Harga dan Stok

Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

IK : Jumlah Dokumen Analisis

Perkembangan Harga dan Stok

Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

Terpantaunya Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Kebutuhan Penting di 13 Kab/Kota

IK : Jumlah Laporan Pemantauan

Harga Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Kebutuhan Penting di
13 Kab/Kota

Terpenuhinya Kebutuhan Barang
Pokok Murah dalam rangka
Stabilisasi Harga

IK : Jumlah Pelaksanaan
Operasi Pasar bersubsidi dalam
Rangka Stabilisasi Harga Barang

Kebutuhan Pokok Pokok

Meningkatnya Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

IK : Persentase Koefisien Variasi Harga Antar waktu

Meningkatnya pengawasan pupuk bersubsidi di
tingkat daerah Provinsi

IK : Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi

Tersusunnya laporan pengawasan
penyaluran pupuk bersubsidi

IK : Jumlah Laporan pengawasan penyaluran
pupuk bersubsidi

Terkoordinasinya Penyalur. puk
bersubsidi

IK : Jumlah Laporan kegiatan koordinasi
penyaluran pupuk bersubsidi




Pengujian mutu komoditi yang memenuhi standar

IK : Persentase pengujian komoditi yang
memenuhi standar

Terpantaunya Mutu Produk Unggulan
IK : Jumlah Produk Unggulan yang terpantau

Tersedianya Kelengkapan Laboratorium Pengujian dan Bahan Kimia
untuk Pemantauan Mutu Produk
IK : Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia
yang tersedia

Terbimbingnya Tenaga Teknis Terkait Uji Profisiensi
IK : Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing

Terlayaninya permohonan Pengujian mutu barang
IK : Persentase permohonan Penguijian Mutu Barang yang terlayani

Terselenggaranya Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang
Lingkup Nutrisi Pangan
IK : Jumlah kegiatan Bimtek Pengujian untuk Penambahan Ruang
Lingkup Nutrisi Pangan

Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait validasi dan verifikasi metode dan
estimasi ketidakpastian
IK : Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing

Tersedianya kelengkapan laboratorium pengujiandan bahan kimia
IK : Jumlah paket kelengkapan laboratorium pengujian dan bahan kimia
yang tersedia

Terukurnyakinerja laboratorium melalui uji profisiensi
IK : Nilai hasil uji profisiensi

Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan
pengujian
IK : Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan
pengujian

Terfasilitasinya Produk pelaku usaha yang tersertifikasi
penggunaan tanda SNI
IK : Persentase Produk usaha yang tersertifikasi
penggunaan tanda SNI

Terbimbingnya Tenaga Teknis terkait pemberian layanan
sertifikasi kopi bubuk
IK : Jumlah tenaga teknis yang terbimbing

Terjaminnya kualitas Layanan Lembaga Sertifikasi Produk
melalui surveillance ( Penambahan Ruang Lingkup
Produk)

IK : Hasil penilaian surveillance

Terusulnya penambahan Ruang Lingkup sertifikasi produk
kopi bubuk
IK : Jumlah dokumen penambahan Ruang Lingkup
sertifikasi produk kopi bubuk

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan
Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen

IK 1: Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi Unggulan yang

Terakreditasi

IK 2 : Persentase pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen yang

Kalibrasi alat ukur produksi dan usaha yang
memenuhi standar
IK : Persentase kalibrasi alat ukur produksi dan
usaha yang memenuhi standar

Terlayaninya permohonan kalibrasi alat ukur
produksi dan usaha
IK : Persentase permohonan kalibrasi alat ukur
produksi dan usaha yang terlayani

Terjaminnya kualitas kalibrasi melalui surveillance
IK : Hasil penilaian surveillance

Terukurnya layanan kalibrasi melalui uji profisiensi
IK: Nilai hasil uji profisiensi

Rekalibrasi alat standar
IK : Jumlah alat yang di rekalibrasi

Tersusunnya dokumen analisis kebutuhan layanan
kalibrasi

IK : Jumlah dokumen analisis kebutuhan layanan
kalibrasi

Terbimbingnya Tenaga Teknis Kalibrasi Peralatan
Ukur
IK : Jumlah Tenaga Teknis yang terbimbing

Meningkatnya fasilitasi perlindungan konsumen di
Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
IK : Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen
yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Terfasilitasinya aduan konsumen
IK : Jumlah aduan konsumen yang difasilitasi

Terverifikasi dan terevaluasinya kinerja BPSK
secara berkala
IK : Jumlah laporan verifikasi dan evaluasi kinerja
BPSK

Terfasilitasinya pengusulan BPSK di Kab Banggai
IK : Jumlah usulan BPSK di Kab Banggai

Tersosialisasinya eksistensi BPSK dan prosedur
pengaduan konsumen
IK : Jumlah kegiatan sosialisasi terkait eksistensi
BPSK dan prosedur pengaduan konsumen

Tersaksananya Survey IKK (Indeks Keberdayaan
Konsumen)
IK : Jumlah responden yang mengisi Kuisioner

Terfasilitasinya BPSK Kab/Kota
IK : Jumlah BPSK Kab/Kota yang terfasilitasi

Tersosialisasinya Kinerja LPKSM di daerah
Kabupaten Banggai
IK: Jumlah masyarakat tersosialisasi terkait terkait
kinerja LPKSM

Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
IK : Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai
dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar sesuai
parameter ketentuan Perlindungan Konsumen
IK : Jumlah laporan pengawasan barang beredar
yang sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen

Terlaksananya Pengawasan Jasa sesuai parameter
ketentuan Perlindungan Konsumen

IK : Jumlah laporan pengawasan Jasa yang sesuai
ketentuan Perlindungan Konsumen

Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Perdagangan
dan Tertib Niaga
IK : Jumlah laporan Pengawasan Kegiatan
Perdagangan dan Tertib Niaga

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM
Petugas Pengawas Perdagangan
IK : Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis
bidang pengawasan

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan
Pengawasan Barang Beredar
IK : Jumlah kegiatan sosialisasi/edukasi
pengawasan barang beredar

Terlaksananya Penegakan Hukum di Bidang
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
IK : Jumlah Kasus Yang ditangani




i Kinerja Operasional Perdagangan E
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Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan
pemasaran produk dalam negeri

IK : Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada
kegiatan pameran produk dalam negeri

Meningkatnya keikutsertaan pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri

IK : Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran produk dalam negeri

Terfasilitasinya UMKM dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri

IK : Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam keikutsertaan pameran produk dalam negeri

Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk
Dalam Negeri

IK : Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam
Negeri

Meningkatnya omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk dalam negeri

IK : Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek produk
dalam negeri

Terfasilitasinya UMKM dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri

IK : Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam Bimtek Digital Marketing produk dalam negeri

Tersusunnya Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
IK : Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan produk dalam negeri

IK : Persentase masyarakatyang paham pentingnya penggunaan produk dalam negeri

Tersosialisasinya kepadamasyarakat dalam upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

IK : Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

idnya Pengembangan Ekspor

IK : Nilai ekspor

Meningkatnya Promosi bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah

IK : Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi

Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada
Pameran Dagang Internasional/Nasional

IK : Jumlah Pelaku Usaha/produk yang
Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang
Internasional/Nasional

Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada
Pameran Dagang Internasional/Nasional

IK : Jumlah Pelaku Usaha/produk yang
Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang
Internasional/Nasional

Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi
Ekspor pada Pameran Dagang Lokal

IK : Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi
Ekspor pada Pameran Dagang Lokal
Terevaluasinya Pelaku Usaha yang mengikuti

Pameran Dagang Lokal

IK : Jumlah Laporan evaluasi Pelaku Usaha
yang mengikuti Pameran Dagang Lokal

Terpublikasinya Citra Produk Ekspor melalui
media publikasi

IK : Jumlah media publikasi promosi Produk
Unggulan Ekspor Daerah
Terlaksananya FGD Pelaku Usaha Komoditi
Unggulan Go Ekspor
IK : Jumlah Pelaku Usaha Komoditi Unggulan
Go Ekspor yang mengikuti FGD
Teridentifikasinya Kualitas Kopi Sulawesi
Tengah

IK : Jumlah Pelaku Usaha Kopi Sulawesi
Tengah vy mengikuti identifikasi kualitas kopi




Meningkatnya Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Industri
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas
Meningkatnya FasilitasiJasa Layanan IKM

IK 1 : Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) (%)
IK 2 : Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)
IK 3 : Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)
IK 4 : Persentase Jasa Layanan IKM yang terfasilitasi (%)

Meningkatnya Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan RPIP
Meningkatnya Ketersediaan Bahan Baku Industri
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Industri
Meningkatnya Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri
Meningkatnya Kualitas Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri
Meningkatnya PAD

IK 1 : Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP (%)
IK 2 : Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPIP yang berkualitas (%)
IK 3 : Persentase Ketersediaan Bahan Baku Industri (%)
IK 4 : Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)
IK 5 : Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)

IK 6 : Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri (%)
IK 7 : Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas
IK 8 : IK :Persentase penerimaan dari jasa layanan pelaku usaha IKM

Tersusunnya dokumen teknis rencana
pembangunan industri provinsi (RPIP)
Sulawesi Tengah
IK : Jumlah dokumen teknis rencana
pembangunan industri provinsi (RPIP) yang
tersusun

Terfasilitasinya penyusunan rencana
pembangunan industri (RPIK) kabupaten/kota.
IK : Jumlah laporan rencana pembangunan
industri (RPIK) kabupaten/kota yang terfasiliasi

Tersedianya data fasilitasi Bina Pelaku Industri
IK : Jumlah Laporan fasilitasi Bina Pelaku
Industri (Laporan)

Terevaluasinya sasaran rencana pembangunan
industri
IK : Jumlah Laporan Evaluasi sasaran rencana
pembangunan industri (Laporan)

Tersedianya Data Potensi Bahan Baku Industri
IK : Jumlah Data Potensi Bahan Baku Industri yang tersedia
(Laporan)

Terlatihnya Tenaga Kerja Industri
IK : Jumlah Tenaga Kerja Industri yang terlatih (orang)

Tersusunnya Laporan Pengawasan Kawasan Industri
IK : Jumlah Laporan Pengawasan Kawasan Industri yang
tersusun

Terlaksannya Penerapan Peraturan mengenai Perwilayahan
dan Peraturan Peraturan lainnya
IK : Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perwilayan dan
Peraturan lainnya
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Terfasilitasinya HAKI
IK : Jumlah Sertifikat HAKI yang Tetfasilitasi

Tersosialisasinya Kebijakan P3DN Pada Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Daerah.
IK : Jumlah sosialisasi terkait Kebijakan P3DN Pada
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (sosialisasi)

Terevaluasinya capain realisasi PDN Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Daerah
IK : Jumlah laporan capaian realisasi PDN Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah Daerah yang terevaluasi (laporan)

Terlaksannya koordinasi terkait perkembangan perwilayahan,
kawasan industri
IK : Jumlah koordinasi terakit perwilayahan, kawasan industri

Terpenuhinya penerapan standarisasi pelaku industri
IK : Jumlah pelaku industri yang memenuhi standarisasi

Tersedianya Sarana Prasana Penunjang Kegiatan Industri
IK : Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Industri
yang Disediakan

Terbinanya Pelaku usaha industri
IK : Jumlah pelaku usaha industri yang terbina

|

Terfasilitasinya kerjasama pengembangan produk IKM
dengan pihak swasta
IK : Jumlah kerjasama pengembangan produk IKM
dengan pihak swasta (MoU/Kerjasama) yang terfasilitasi

Terfasilitasinya Pelaku usaha industri
IK : Jumlah pelaku usaha industri yang terfasilitasi

Terbinanya Sentra Industri
IK : Jumlah sentra yang terbina Terkelolanya website layanan IKM
IK : Jumlah website Admin Rumah Kemasan dan layanan

e . IKM yang terkelola
Terfasilitasinya promosi dan pemasaran produk IKM

IK : Jumlah promosi dan pemasaran produk IKM yang }

terfasilitasi Tersusunnya Laporan Data IKM yang membutuhkan

| pembinaan

Terfasilitasinya layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM, IK : Laporan Data IKM

Mahasiswa, Pelajar dan Masyarakat
IK : Jumlah layanan konsultasi bagi pelaku usaha IKM,

Mahasiswa, Pelajar dan masyarakat yang terfasilitasi VST (AR A DR (P/AD) Simaes

produk IKM
IK : Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber

produk IKM yang teretribusi

Terfasilitasinya jasa layanan produksi
IK : Jumlah jasa layanan produksi yang terfasilitasi

Terbinanya IKM dalam peningkatan mutu produk
IK : Jumlah pelaku usaha IKM yang terbina
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. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan
Kesehatan Dasar.

. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilal kemanusiaan dan HAM.
. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
dan Penguatan Kelembagaan.

. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam
Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.

. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang
Integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.

. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan
peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.




MIS] 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi
' Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS SEKTOR UNGGULAN DAERAH

INDIKATOR
TUJUAN PERTUMBUHAN EKONOMI

MENINGKATNYA PERAN
MENINGKATNYA PDRB MENINGKATNYA PDRB MENINGKATNYA NILAI SENELGATTINEA KOPERASI DAN UMKM

SASARAN
SEKTOR UNGGULAN SEKTOR INDUSTRI REALISASI INVESTASI PENDAPATAN DAN DAYA MELAL Ul PENGUATAN

STRATEGIS DAERAH PENGOLAHAN SAING DAERAH KELEMBAGAAN

INDIKATOR PAD INDEKS DAYA KONTRIBUSI :3(':2:3?:\:'
SASARAN PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR NILAI REALISASIINVESTASI TERHADAP SAING DAERAH SEKTOR
UNGGULAN DAERAH INDUSTRI PENGOLAHAN TOTAL IDSD KOPERASI TERHADAP
STRATEGIS PENDAPATAN (IDSD) TERHADAP PDRB PDRB

PENANAMAN
PENELITIAN KOPERASI, USAHA KECIL
PERINDUSTRIAN PENDAPATAN ’ :
URUSAN




Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

Tujuan 3.1
RPJMD

Indikator Tujuan :
31 RPIMD Pertumbuhan EKkonomi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor
unggulan daerah
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Tujuan
DISPERINDAG

Mewujudkan Pemerataan
Harga Barang Pokok
antar wilayah

Meningkatkan Kontribusi
PDRB Sektor
Perdagangan

Meningkatkan Kontribusi
PDRB Sektor Industri
Pengolahan Non Migas

Meningkatkan
Nilai Ekspor
Bersih

Indikator
Tujuan
DISPERINDAG

Koefisien Variasi Harga
antar Wilayah

Laju Pertumbuhan PDRB
ADHK Sektor
Perdagangan

Indikator

Sasaran

Strategis
DISPERINDAG

Kontribusi PDRB Industri
Pengolahan Non Migas

Nilai Ekspor
Bersih

Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)

ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

Peningkatan Sarana

Distribusi
Perdagangan

Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting

Penggunaan Dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri

Pengembangan

Ekspor

Standardisasi dan

Perlindungan
Konsumen

Kontribusi PDRB Industri
Pengolahan Non Migas
(%)

Perencanaan dan
Pembangunan

Pengendalian Izin

Industri Usaha Industri

Pengelolaan Sistem PK
Informasi Industri ESS. Il
Nasional




Indikator Sasaran
Strategis
DISPERINDAG

ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Koefisien Variasi Harga Antar
Wilayah (%)

Perizinan dan
Pendaftaran
Perusahaan

Persentase Pelaku
Usaha yang
mematuhi ketentuan
perdagangan (%)

Persentase Pelaku
Usaha Mendapatkan
Pelayanan Urusan
Perdagangan Luar
Negeri (%)

Peningkatan

Sarana Distribusi

Perdagangan

Persentase sarana
distribusi
perdagangan yang
sesuai standar (%)

Laju Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan (%)

Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang

Penting

Persentase Koefisien
Variasi Harga Antar
waktu (%)

Pengembangan
Ekspor

Nilai ekspor (Juta
USD)

Nilai Ekspor Bersih (Juta USD)

Penggunaan Dan
Pemasaran Produk
Dalam Negeri

Persentase peningkatan
omzet pelaku usaha
yang diikutsertakan

pada kegiatan pameran

produk dalam negeri(%)

Standardisasi
dan Perlindungan
Konsumen

Persentase Layanan
Pengujian dan
Kalibrasi Unggulan
yang Terakreditasi
(%)

Persentase
pelayanan
penyelesaian
pengaduan
konsumen yang
difasilitasi (%)




Indikator Sasaran
Strategis
DISPERINDAG

ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
SUEIENS
DISPERINDAG

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Perencanaan dan Pembangunan : : : i i
Industri ¢ Pengendalian Izin Usaha Industri el $|stem g st
ndustri Industri Nasional

Persentase Kualitas Rencana
Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)

(%) PK

Persentase peningkatan Informasi ESS.
Perkembangan Pelaku Usaha I
Industri (%)

Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Daya Saing Pelaku
Sumber Daya Industri (%) Usaha Industri yang berkualitas (%)

Persentase Daya Saing Pelaku Usaha
Industri (%)

Persentase Jasa Layanan IKM yang
terfasilitasi (%)
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ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Kegiatan
DISPERINDAG

Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Persentase Pelaku Usaha yang mematuhi
ketentuan perdagangan (%)

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer
Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
di Tingkat Daerah Provinsi

Indikator
Kegiatan
DISPERINDAG

Sub Kegiatan
DISPERINDAG

Indikator Sub
Kegiatan
DISPERINDAG

Persentase penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor yang
terlayani

Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Pelaku
Usaha yang
mengikuti
Sosialisasi
Peraturan
Perizinan
Perdagangan

Persentasi
Permohonan
Rekomendasi
SIUP-MB dan B2
yang terlayani

Jumlah Pelaku
Usaha B2 dan MB di
Kabupaten/Kota
(Kab. Morowali)

Persentase Pelaku Usaha Mendapatkan Pelayanan Urusan
Perdagangan Luar Negeri (%)

Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah
Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir
(API)

Persentase Permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) dan layanan Klinik
Ekspor Sulteng yang terlayani

Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Jumlah
mahasiswa
tersosialisasi

Persentase Pelayanan
Klinik Ekspor Sulteng yang
terlayani

Jumlah Pelaku
Usaha dan Aparat
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ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Kegiatan
DISPERINDAG

Indikator
Kegiatan
DISPERINDAG

Sub Kegiatan
DISPERINDAG

Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar (%)

Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang
Komoditas

Persentase Pembinaan sarana distribusi perdagangan dan pasar lelang komoditi sesuai dengan standar (%)

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam
rangka implementasi SRG di masing-
masing kabupaten/kota dalam provinsi

Pembinaan dan Pengendalian Pusat
Distribusi Regional dan Pusat
Distribusi Provinsi

Penataan, Pembinaan, dan
Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Indikator Sub
Kegiatan
DISPERINDAG

Jumlah pasar yang

difasilitasi menuju

Standar Nasional
Indonesia

Jumlah Pelaku Usaha
yang difasilitasi di pasar
lelang komoditas

Jumlah Laporan evaluasi
pelaksanaan fasilitasi pasar
lelang komoditas

Jumlah SRG yang terfasilitasi
Pembentukan Managemennya



ProgramSasaran

Strategis Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Persentase Koefisien Variasi Harga Antar waktu (%)

Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Daerah Provinsi dalam
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Melakukan Pelaksanaan Pengadaan,
Kabupaten/Kotayang Terintegrasi dalam Sistem Penyaluran dan Penggunaan Pupuk
Informasi Perdagangan Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
DISPERINDAG dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi

Indi|_<ator Persentase Ketersediaan Barang Persentase Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pengendalian
Kegiatan Kebutuhan Pokok dan Barang Harga dan Ketersedian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
DISPERINDAG Penting di Tingkat Daerah Provinsi Kab/Kota yang ditindak lanjuti

Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi

)
(Vs)]
i
~
a.

Koordinasi dan Koordinasi dan Pemantauan Harga dan Stok Operasi Pasar dalam rangka Koordinasi dan
_ Sinkronisasi Sinkronisasi Barang Kebutuhan Pokok Stabilisasi Harga Pangan Sinkronisasi
Sub Kegiatan Ketersediaan Barang Ketersediaan Barang dan Barang Penting pada Pokok yang Dampaknya Pengawasan Pupuk
DISPERINDAG Kebutuhan Pokok di Penting di Tingkat Pelaku Usaha Distribusi Beberapa Daerah Sereufeaiah dlan
Tingkat Distributor dan Distributor dan Sub Barang Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Pestisida
Sub Distributor Distributor Kabupaten/Kota Daerah Provinsi

Jumlah Jumlah Jumlah
Jumlah Jumlah Laporan Jumlah Dokumen Laporan
Laporan Kab/Kota Ketersediaan Kab/Kota Analisis Pemantauan
ketersediaan dalam Barang dalam Perkembang Harga
Indikator Sub barang Melakukan Kebutuhan Melakukan an Harga Barang
Keaiatan kebutuhan Monitoring Pokok di Monitoring dan Stok Kebutuhan
g pokok Ketersediaan ; ;
DISPERINDAG e Tingkat Ketersediaa Barang Pokok dan
_ ditingkat Barang Distributor n Barang Kebutuhan Barang
distributor dan Kebutuhan dan Sub Penting di Pokok dan Kebutuhan
subdistributar Pokok di 13 Distributor di 13 Kab/Kota Barang Penting di
di I3ikabiKota Kab/Kota 13 Kab/Kota Penting 13 Kab/Kota

Jumlah
Pelaksanaan
Operasi Jumlah
Pasar Laporan
bersubsidi pengawasan
dalam Rangka penyaluran
Stabilisasi pupuk
Harga Barang bersubsidi
Kebutuhan
Pokok Pokok

Jumlah
Laporan
kegiatan
koordinasi
penyaluran
pupuk
bersubsidi




Program

Sasaran
Strategis Pengembangan Ekspor

DISPERINDAG

s Indikator

ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Nilai ekspor

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang
DISPERINDAG terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Indikator

Kegiatan Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi promosi
DISPERINDAG

)
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-

Sub Kegiatan

DISPERINDAG Pameran Dagang Internasional/Nasional Pameran Dagang Lokal Peningkatan Citra Produk Ekspor

Jumlah Pelaku
- UselsEre s ey Ll Pkl Jumlah Laporan Jumlah media Jumlah Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha
Indikator Sub Berorientasi Ekspor Usaha yang evaluasi Pelaku publikasi promosi Komoditi Unggulan Kopi Sulawesi Tengah

i B i i Ek i i
Kegiatan pada Pameran erorientasi Ekspor Usaha yang radlc Urngarle Go Ekspor yang yang mengikuti

Dagang pada Pameran mengikuti Pameran A= identifikasi kualitas
DISPERINDAG Internasional/Nasiona Dagang Lokal Dggang Lokal Ekspor Daerah mengikuti FGD kopi




ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator
ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

PK ESS. llI

Persentase pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen yang
difasilitasi

Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi
Unggulan yang Terakreditasi

Pelaksanaan Pengawasan Barang
Beredar dan/atau Jasa di Seluruh
Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan
DISPERINDAG

Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di

Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk
Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Indikator
Kegiatan
DISPERINDAG

Persentase barang beredar yang
diawasi yang sesuai dengan
Ketentuan Perundang-Undangan

Persentase pengujian
komoditi yang memenuhi
standar

Persentase kalibrasi alat
ukur produksi dan usaha
yang memenuhi standar

Persentase fasilitasi pengaduan Konsumen yang
ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Fasilitasi
Penanganan
terhadap
Pelanggaran
Atas Ketentuan
Perlindungan
Konsumen

Koordinasi
Peningkatan dan
HL_Jbungan Sinkronisasi
Kerja dengan Penanganan
Lembaga dan
Perlindungan Penyelesaian
Konsumen Sengketa

Peningkatan Kapasitas
dan Pelaksanaan
Pengawasan Barang
Beredar dan/atau Jasa
sesuai Parameter
Ketentuan Perlindungan
Konsumen

Pemberdayaan
Konsumen dan
Kelembagaan
Perlindungan
Konsumen

Pengemb
angan
Layanan
Sertifikas
i Produk

Pengemba
ngan
Layanan
Pengujian

Pengemb
angan
Layanan
Kalibrasi

Pemantau
an Mutu
Produk

Sub Kegiatan
DISPERINDAG

PK ESS. IV

Indikator Sub
Kegiatan
DISPERINDAG

Y @

Konsumen I

Jumlah
aduan
konsu

men
yang
difasilit
asi

Jumlah
usulan
BPSK di
Kab
Banggai

Jumlah
laporan
verifikasi
dan
EYEWES]
kinerja
BPSK

Jumlah
BPSK
Kab/Kot
ayang
terfasilit
asi

Jumlah
responde
n yang
mengisi
Kuisioner

Jumlah
masyarak
at
tersosiali
sasi
terkait
terkait
kinerja
LPKSM

Jumlah
kegiatan
sosialisasi
terkait
eksistensi
BPSK dan
prosedur
pengaduan
konsumen

Jumlah
laporan
pengawasa
n barang
beredar
yang sesuai
ketentuan
Perlindunga
n
Konsumen

Jumlah
laporan
pengawasa
n Jasayang
sesuai
ketentuan
Perlindunga
n
Konsumen

Jumlah
laporan
Pengawas
an
Kegiatan
Perdagang
an dan
Tertib
Niaga

Jumlah
kegiatan
sosialisasi
/edukasi
pengawas
an barang
beredar

Jumlah
SDM yang
mengikuti
pelatihan
teknis

bidang
pengawas

an




PK ESS. IV

Jumlah
Produk
Unggulan
yang
terpantau

Indikator Sub
Kegiatan
DISPERINDAG
Jumlah

tenaga
teknis

yang
terbimbing

Jumlah
paket
kelengkapan
laboratorium
pengujian
dan bahan
kimiayang
tersedia

Hasil
penilaian
surveillance

Jumlah
LICHETE!
Teknis yang
terbimbing

Jumlah
dokumen
penambahan
Ruang Lingkup
sertifikasi
produk kopi
bubuk

Persentase
permohonan
Pengujian
Mutu Barang
yang
terlayani

Persentase
permohonan
kalibrasi alat

ukur
produksi dan
usaha yang
terlayani

Jumlah
kegiatan
Bimtek
Pengujian
untuk
Penambahan
Ruang Lingkup
Nutrisi Pangan

Hasil
penilaian
surveillance

Jumlah
Tenaga
Teknis
yang
terbimbing

Nilai hasil uji
profisiensi

Jumlah
paket Jumlah
kelengkapan INIETRES dokumen
laboratorium uji analisis
pengujian profisien kebutuha
dan bahan si EVEUET]
kimiayang pengujian
tersedia

Jumlah
dokumen
analisis
kebutuhan
layanan
kalibrasi

Jumlah alat
yang di
rekalibrasi

Persentase
Produk
usaha yang
tersertifika
si
penggunaa
n tanda SNI

Jumlah
Tenaga Teknis
yang
terbimbing
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ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Kegiatan
DISPERINDAG

Indikator
Kegiatan
DISPERINDAG

Sub
Kegiatan
DISPERIND
AG

Indikator
Sub
Kegiatan
DISPERIND
AG

Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang diikutsertakan pada kegiatan pameran produk dalam negeri

Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

Persentase pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran
produk dalam negeri

Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat Provinsi

Jumlah Laporan
evaluasi
Pelaksanaan
Fasilitasi Promosi
Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Jumlah UMKM yang
difasilitasi dalam
keikutsertaan
pameran produk
dalam negeri

Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Persentase peningkatan omzet pelaku
usaha yang diikutsertakan pada bimtek
produk dalam negeri

Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk
Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Pelaksanaan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase masyarakat yang paham
pentingnya penggunaan produk dalam
negeri

Sosialisasi Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam
Negeri

Jumlah Laporan
SYENEY]
Pelaksanaan
Fasilitasi Pemasaran
Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Jumlah UMKM yang
difasilitasi dalam
Bimtek Digital
Marketing produk
dalam negeri

Persentase
masyarakat yang
paham pentingnya
penggunaan
produk dalam
negeri

Jumlah Peserta
Sosialisasi
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri




ProgramSasaran

Strategis Perencanaan dan Pembangunan Industri
DISPERINDAG
r Persentase Kualitas Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) (%)
indikator Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Industri (%)
ProgramSasara
n Strategis . .
DISPERINDAG Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri (%)
Persentase Jasa Layanan IKM yang terfasilitasi (%)
n Kegiatan - - o
% DISPERINDAG Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
~
a
Persentase Pemenuhan Kriteria Penyusunan Dokumen RPIP (%)
Persentase Evaluasi Pelaksanaan RPIP yang berkualitas (%)
Persentase Ketersediaan Bahan Baku Industri (%)
Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Industri (%)
Kegiatan
DISPERINDAG Persentase capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%)

Persentase Kuantitas dan Kualitas Pelaku Usaha Industri (%)

Persentase Layanan Mutu Produk Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)

Persentase penerimaan dari jasa layanan pelaku usaha IKM (%)




Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan
Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
SEREWESEIEUE

Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Industri
Provinsi

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Industri

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan Sumber
Daya Industri

Evaluasi terhadap
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Industri

Sub Kegiatan
DISPERINDAG

v
(Vo]
i
N
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Jumlah
dokumen
teknis rencana
pembangunan
industri
provinsi (RPIP)
yang tersusun

Jumlah sosialisasi
terkait Kebijakan
P3DN Pada
Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Daerah
(S EUEES))]

Indikator Sub
Kegiatan
DISPERINDAG

Jumlah pelaku
usahaindustri
yang terbina

Jumlah kerjasama pengembangan produk IKM

Jumlah laporan
rencana
pembangunan
industri (RPIK)
kabupaten/kota
yang terfasiliasi

Jumlah laporan
capaian realisasi
PDN Pengadaan
Barang dan Jasa

Pemerintah Daerah

yang terevaluasi
(laporan)

Jumlah pelaku
usaha industri

yang terfasilitasi

Jumlah Laporan
fasilitasi Bina
Pelaku Industri

(Laporan)

Jumlah
Laporan
Pengawasan
Kawasan
Industri yang
tersusun

Jumlah sentra
yang terbina

Jumlah Laporan
Evaluasi
sasaran rencana
pembangunan
industri
(Laporan)

Penerapan
Peraturan
Pemerintah
tentang
Perwilayan
dan Peraturan
lainnya

Jumlah promosi

dan pemasaran

produk IKM yang
terfasilitasi

Jumlah website Admin Rumah

Jumlah Data
Potensi Bahan
Baku Industri
yang tersedia
(Laporan)

Jumlah
koordinasi
terakit
perwilayahan,
kawasan industri

Jumlah layanan
konsultasi bagi
pelaku usaha
IKM, Mahasiswa,
Pelajar dan
masyarakat yang
terfasilitasi

Jumlah Tenaga
Kerja Industri
yang terlatih

(orang)

Jumlah pelaku
industri yang
memenuhi
standarisasi

Jumlah jasa
EVEQEURI (e [11&]
yang terfasilitasi

Jumlah
Sertifikat HAKI
yang
Tetfasilitasi

Jumlah Sarana
Prasarana
Penunjang
Kegiatan
Industri yang
Disediakan

Jumlah pelaku
usaha IKM yang
terbina

dengan pihak swasta (MoU/Kerjasama) yang
terfasilitasi

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemasan dan layanan IKM yang sumber produk IKM yang teretribusi

terkelola

Laporan Data IKM
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ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Kegiatan
DISPERINDAG

Indikator
Kegiatan
DISPERINDAG

Sub Kegiatan
DISPERINDAG

Indikator Sub
Kegiatan
DISPERINDAG

Pengendalian Izin Usaha Industri

Persentase Daya Saing Pelaku Usaha Industri yang berkualitas (%)

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl), 1zin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

Persentase izin usaha Industri yang terawasi dan terkendali (%)

Koordinasi dan Sinkronisasi

Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka P.epgawasan terhadap
penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SlINas) yang Perizinan Berusaha sektor
terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) perindustrian yang menjadi

kewenangan Provinsi

Jumlah Perizinan
Berusaha sektor
perindustrian yang
terkendali

Jumlah Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang terawasi
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ProgramSasaran
Strategis
DISPERINDAG

Indikator
ProgramSasaran
SUEIETIS
DISPERINDAG

Kegiatan
DISPERINDAG

Indikator
Kegiatan
DISPERINDAG

Sub Kegiatan
DISPERINDAG

Indikator Sub
Kegiatan
DISPERINDAG

Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Persentase peningkatan Informasi Perkembangan Pelaku Usaha Industri (%)

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi
Industri Nasional (SlINas)

Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Memanfaatkan Aplikasi SlINas

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Provinsi melalui Sistem

Informasi Industri Nasional (SlINas)

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan
Perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam
Penyampaian Data ke SlINas

Diseminasi dan Publikasi Data Informasi
dan Analisis Industri Provinsi melalui
SlINas

Jumlah Pelaku Usaha
yang terdaftar pada
Sistem Informasi Industri
Nasional (SlINas) yang
terfasilitasi

Jumlah rapat koordinasi
yang dilaksanakan
bersama bersama Aparat
Kabupaten/Kota

Jumlah pelayanan
informasi/konsultasi
industri

Jumlah data IKM yang
terverifikasi
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Jumlah Informasi
Perkembangan Pelaku
Usaha Industri Melalui

Aplikasi Sistem Informasi
Pengolahan Data Industri
(SIPEDAS) yang

! terpublikasi
Indikator Sub

Kegiatan
DISPERINDAG

Jumlah Pelaporan pada
SliINas Pemda bagi
aparat Dinas Kab/Kota

Jumlah Buku Profil Industri
Sulawesi Tengah

Jumlah perusahan dalam
melakukan pelaporan pada
Sistem Informasi Industri
Nasional (SlINas) yang
terpantau

jumlah laporan analisisi
industri provinsi Sulawesi
Tengah dalam SlINas
yang tersusun

Jumlah pemantauan
kepatuhan perusahaan
yang melapor

jumiah data yang terinput
dan tervalidasi pada
SIPEDAS yang bersumber
dari SliINas

Jumlah laporan kepatuhan
perusahaan
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